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 Abstract: This study aims to analyze the influence of the Human 
Development Index (HDI) on the availability of transparent 
regional financial information. The availability of publicly 
accessible financial information is a key indicator of 
transparency and accountability in local government. HDI, 
which reflects the levels of education, health, and living 
standards of a population, is suspected to be closely related to 
public demands for open access to government information. 
This research employs a quantitative approach using simple 
linear regression analysis. The data used are secondary data 
obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the 
official website of the local government of Kupang City over a 
certain period. The results of the study indicate that HDI has a 
positive and significant effect on the availability of regional 
financial information. In other words, the higher the HDI of a 
region, the more likely it is that financial information will be 
made publicly available. These findings highlight the 
importance of human development in encouraging transparent 
governance practices. It is hoped that this study can serve as a 
reference for local governments in improving the quality of 
public information services through strengthening education, 
healthcare, and social welfare. 
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PENDAHULUAN 
 Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan 
manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan- pilihan yang dimiliki oleh 
manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur 
panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap 
sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar 
kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga 
dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan 
kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena 
terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup 
waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan 
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indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi 
hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 
kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai 
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. 
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk 
mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, mencakup dimensi kesehatan, 
pendidikan, dan standar hidup layak. IPM menjadi salah satu tolok ukur penting bagi 
pemerintah dalam menilai keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM digunakan sebagai acuan untuk 
mengevaluasi capaian pembangunan manusia di berbagai daerah di Indonesia. Kota Kupang 
sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki karakteristik pembangunan 
dan pengelolaan keuangan daerah yang unik. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan 
dan akuntabel diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan 
manusia di Kota Kupang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 
Kupang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, 
termasuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta penyajian laporan keuangan. Tr 
ansparansi keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang 
baik (Good Governance). Ketersediaan informasi keuangan yang transparan memungkinkan 
masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan sumber daya publik, sehingga 
dapat mempengaruhi efektivitas alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang berdampak 
pada IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.  
 Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetisi politik, IPM, dan leverage 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi 
keuangan pemerintah daerah (Munzir et al., 2022). Konteks pengelolaan keuangan daerah 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. Di era reformasi, pengelolaan keuangan daerah telah 
mengalami berbagai perubahan untuk mewujudkan good governance dan clean government. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan dan efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah antara lain sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber 
daya manusia, dan sistem akuntansi keuangan daerah kompetisi politik dan IPM juga 
ditemukan berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.  
 IPM di Kota Kupang menunjukkan tren perkembangan tertentu yang perlu dikaji lebih lanjut 
dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk transparansi keuangan 
daerah. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM penting untuk memahami bagaimana 
peningkatan IPM dapat dicapai. BPKAD Kota Kupang memiliki peran penting dalam 
mewujudkan transparansi keuangan daerah melalui publikasi laporan keuangan dan 
keterbukaan informasi anggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan oleh BPKAD dapat 
berdampak pada kualitas pembangunan manusia di Kota Kupang. 

Ketersediaan informasi keuangan daerah yang transparan dan mudah diakses juga 
berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan 
adanya transparansi informasi keuangan daerah kota kupang sehingga badan penelola 
keuangan dan aset daerah Kota Kupang lebih mudah dalam memberikan informasi 
keuangan daerah. transparansi informasi keuangan sangat penting karena bisa dengan 
mudah dalam memberikan informasi tanpa adanya kecurigaan dalam informasi keuangan. 
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Masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan publik dan memberikan umpan balik 
yang konstruktif kepada pemerintah. informasi keuangan daerah yang transparan 
memudahkan masyarakat dalam membaca dan mempelajari bagaimana pengelolaan 
keuangan daerah oleh pemerintah khususnya badan pengelola keuangan dan aset daerah. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi 
Keuangan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah”. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penyajian dari materi 
yang didapat sebagai hasil penelitian dengan memberikan gambaran uraian atau data apa 
adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. 
Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk 
membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan 
angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan 
dan hasilnya (Barella et al, 2022). 

 Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear 
berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 1 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
t 

 
 

Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

147.112 167.137  .880 .408   

-2.316 3.104 -.771 -.746 .480 .008 128.631 

1.246 .741 1.736 1.681 .137 .008 128.631 

a. Dependen Variable: Y 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2025 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia (X1) 

dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (X2) berpengaruh terhadap Transparansi 
Informasi Keuangan Daerah (Y). Regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh 
kedua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. 

 
Y=147,112−2,316 X1 +1,246 X2 

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Konstanta 

Konstanta menunjukkan nilai transparansi informasi keuangan daerah saat semua 
variabel independen (IPM dan ketersediaan informasi) bernilai nol. Dalam konteks 
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nyata, IPM dan ketersediaan informasi tidak mungkin nol, sehingga nilai ini tidak 
diartikan secara literal. Namun secara fungsional, konstanta diperlukan untuk 
membentuk model persamaan regresi. Kesimpulannya konstanta berfungsi sebagai titik 
awal model regresi. Nilainya menunjukkan estimasi transparansi saat IPM dan 
ketersediaan informasi dianggap tidak berpengaruh (nol). 

2. Koefisien X1 
Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 
−2,316, yang berarti secara matematis, setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin akan 
menyebabkan penurunan nilai transparansi informasi keuangan daerah sebesar 2,316 
poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,480 (> 0,05) 
menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, secara 
empiris, IPM tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi transparansi informasi 
keuangan daerah dalam model ini. Kesimpulannya Secara parsial, variabel Indeks 
Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi 
keuangan daerah. Meskipun arah hubungannya negatif, hal ini belum cukup kuat untuk 
dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. 

3. Koefisien X2 
Koefisien regresi untuk variabel ketersediaan informasi keuangan sebesar 1,246 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada ketersediaan informasi 
keuangan akan meningkatkan transparansi sebesar 1,246 poin, dengan asumsi variabel 
lainnya konstan. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,137 (> 0,05) menandakan bahwa 
pengaruh ini juga tidak signifikan secara statistik. Walaupun hubungan positif ini sesuai 
dengan teori (semakin banyak informasi, semakin transparan), secara statistik belum 
kuat untuk menyatakan ada pengaruh nyata. Kesimpulannya variabel ketersediaan 
informasi keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi 
informasi keuangan daerah. Meskipun menunjukkan hubungan positif, pengaruhnya 
tidak cukup kuat secara statistik. 

Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi 
dengan menggunakan tiga uji yaitu uji Kalmogrof - Smirnov dengan melihat nilai probabilitas, 
uji histogram dengan melihat bentuk grafiknya, dan uji p- plot dengan melihat apakah 
sebaran data mengikuti pola garis. Berikut hasil estimasi uji normalitas menggunakan 
software SPSS:  

Tabel 1 Hasil Estimasi Kalmogrof – Smirnov 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized Residual .167 10 .200* .924 10 .393 
*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Olahan SPSS, 2025 

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2tailed) 
sebesar 200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam 
uji Kalmogrof – Smirnov diatas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 
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selanjutnya, gambar P- plot dapat dilihat sebagai berikut: 
 Gambar 1  

Kurva P-Plot 

 Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2025 
Gambar P- plot dapat dilihat sebagai berikut: Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa 

titik- titik menyebar mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi 
atau sempurna antara variabel bebas dalam model regresi. Dalam mengambil kesimpulan 
kita akan melihat nilai tolerance dan VIF menggunakan program SPSS. Berikut hasil estimasi 
uji multikolinearitas menggunakan software SPSS: 

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
T 

 
Sig. 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 147.112 167.137  .880 .408   

IPM -2.316 3.104 -.771 -.746 .480 .088 128.631 

KIKD 1.246 .741 1.736 1.681 .137 .088 128.631 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Olahan SPSS, 2025 
 Nilai Tolerance untuk X1 dan X2 sama-sama lebih besar dari 0.10, yaitu sebesar 088. 

Nilai VIF untuk X1 dan X2 adalah 088, jauh di bawah batas 10. Maka mengacu pada dasar 
pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
multikolinearitas pada model regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu observasi dengan observasi 
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yang lain. Tahap uji yang dilakukan yaitu uji Glejser dengan cara meregresikan variabel 
terikat terhadap nilai absolute residual atau ABS_ RES. Berikut hasil estimasi uji 
heteroskedastisitas menggunakan software SPSS: 

Tabel 3 
Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
T 

 
Sig 
. 

Model B Std. Error Beta 

(Constant) 2.163 .717  3.019 .004 

X1 -.010 .058 -.026 -.168 .867 

X2 .019 .057 .052 .337 .737 

X3 -.060 .048 -.176 -1.234 .221 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber: Olahan SPSS. 2025 

4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode 
sebelumnya dalam model regresi linier. Tahap yang dilakukan yaitu uji Durbin Watson 
dengan melihat rasio jumlah kuadrat perbedaan dalam residual yang berturut-turut 
terhadap jumlah residu kuadrat. Berikut hasil estimasi uji autokorelasi menggunakan 
software SPSS: 

 Tabel 4 Hasil Estimasi Uji Autokorelasi 
 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin- 
Watson 

1 .971 
A 

.942 .925 1.55851 2.437 

a. Predictors: (Constant), KIKD, IPM 
b. Dependent Variable: Transparansi 
Sumber: Olahan SPSS, 2025 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan terhadap variabel 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (KIKD) 
terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 
2,347. Nilai ini berada dalam rentang 1,5 hingga 2,5, yang menunjukkan bahwa model tidak 
mengalami autokorelasi, baik positif maupun negatif. Artinya, residual (galat) dalam model 
bersifat acak, tidak memiliki pola atau hubungan tertentu dari satu waktu ke waktu lainnya. 
Nilai Durbin-Watson sebesar 2,347 menunjukkan bahwa model regresi layak dan memenuhi 
asumsi klasik, khususnya pada aspek independensi residual. 
Uji Hipotesis 
 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian ini 
menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan) berdasarkan hasil analisis regresi linear 
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berganda. Kriteria pengujian ditentukan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. 
1. Uji t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara masing- masing 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana pada penelitian ini, variabel terikat adalah 
Transparansi informasi keuangan daerah kota Kupang (Y), Sedangkan variabel bebasnya 
terdiri dari Indeks Pembangunana Manusia (X1) Ketersediaan informasi Keuangan Daerah 
(X2) Untuk pengambilan keputusan dari uji t, maka perlu diperhatikan hasil output pada 
tabel coefficient menggunakan SPSS. Dimana hasil estimasi uji t adalah sebagai berikut ini: 

Tabel 5 Hasil Estimasi Uji Parsial (t) 
Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

t 
 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 147.112 167.137  .880 .408 

IPM -2.316 3.104 -.771 -.746 .480 

KIKD 1.246 .741 1.736 1.681 .137 

a. Dependent Variable: Transparansi 
Sumber: Olahan SPSS, 2025 

a. H0 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap
 Transparansi Informasi Keuangan Daerah. 
H1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap 
Transparansi Informasi Keuangan Daerah. 

H2 =Ketersediaan Informasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Transparansi Informasi 
Keuangan Daerah. 

b. Nilai alfa (α) adalah tingkat signifikansi yang digunakan sebagai batas toleransi terhadap 
kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik, yaitu kemungkinan 
menolak H₀ padahal H₀ benar. α = 0,05 atau 5% keputusan menolak H₀ dianggap 
signifikan apabila nilai signifikansi (p-value) < 0,05. 

c. t hitung dan t tabel 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: 
nilai t hitung X1 terhadap Y = –0746 dengan nilai signifikansi sebesar 0,480. Karena nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,480 > 0,05) dan nilai |t hitung| = 746 < t tabel = 2,365 
H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya, secara parsial Indeks Pembangunan Manusia tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah di Kota 
Kupang. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung = 1,681 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,137. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,137 > 0,05) dan t hitung = 1,681 
< t tabel = 2,365, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Dengan demikian, secara parsial 
Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Transparansi Informasi Keuangan Daerah. 
 
 
 

d. Gambar Daerah Hipotesis 
Gambar 2  
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Daerah Hipotesis 

 
 -2,365 -0,746 2,365 
     
e. Kesimpulan 
  Uji T parsial variabel X1 mewakili indeks pembangunan manusia Pengambilan 
keputusan yang pertama dapat dilihat Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.). Pada tabel diatas, 
diketahui nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,480 dan jika dibandingkan dengan 
probabilitas 0,05 berarti nilai 0,480 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat pengaruh tingkat indeks pembangunan manusia (X1) terhadap Transparansi 
informasi keuangan daerah (Y). 
f. Gambar Daerah Hipotesis 

Gambar 3 

 
   0,137  1,681   0,137 
g. Kesimpulan  
  Uji T parsial variabel X2 mewakili Ketersediaan informasi keuangan Daerah 
Pengambilan keputusan yang pertama dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi (Sig.). 
Pada tabel diatas, diketahui nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,137 dan jika dibandingkan 
dengan probabilitas 0,05 berarti nilai 0,137 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat pengaruh Ketersediaan informasi keuangan daerah (X2) terhadap Transparansi 
Informasi Keuangan (Y). 
1. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap 
variabel Y. Di mana pada penelitian ini variabel terikatnya yaitu penyaluran kredit kreasi 
dengan variabel bebas yang terdiri dari IPM (X1), Ketersediaan Informasi Keuangan (X2) dan 
Transparansi informasi keuangan (Y). Untuk pengambilan keputusan dari uji F, maka perlu 
diperhatikan hasil output pada tabel ANOVA menggunakan SPSS. 

 
 
 

Tabel 6 Hasil Estimasi Uji F 



 10413 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.5, No.9, Februari 2026 
 

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 275.942 2 137.971 56.803 .00 

0b 

Residual 17.003 7 2.429   
Total 292.945 9    

a. Dependent Variable: Transparansi 
b. Predictors: (Constant), KIKD, IPM 
Sumber: Olahan SPSS, 2025 

a. H0 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan 
Daerah. 

b. H1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah 
(KIKD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi 
Keuangan Daerah. 

c. Nilai alfa (α) sebesar 0,05 atau 5% sebagai tingkat signifikansi dalam uji F. Nilai alfa ini 
menunjukkan batas probabilitas maksimum untuk menerima adanya kesalahan dalam 
pengambilan keputusan, khususnya kesalahan tipe I, yaitu menolak hipotesis nol (H₀). 

a. F hitung F tabel 
1. F tabel adalah nilai pembanding (nilai kritis) yang diperoleh dari distribusi F pada taraf 

signifikansi tertentu (biasanya α = 0,05) df₁ (derajat bebas pembilang) = jumlah variabel 
independen (k) df₂ (derajat bebas penyebut) = n – k – 1 n = jumlah sampel (data tahun) 
= 10 k = jumlah variabel independen = 2 

df1=2,df2=10−2−1=7 
F tabel =2:7 pada α = 0,05 = ±4,46 

2. F hitung berdasarkan hasil regresi F hitung adalah sebesar 56,803. Karena Fhitung = 
56,803 > Ftabel = 4,74 ⇒ H0 ditolak 

  Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 56,803 dengan nilai F tabel 
sebesar 4,74 pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05) dengan derajat bebas (df1 = 2 dan df2 
= 7). Karena F hitung > F tabel (56,800 > 4,46), maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang 
berarti bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi 
Keuangan Daerah (KIKD) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Transparansi Informasi Keuangan Daerah.  
a. Gambar Daerah Hipotesis 

 
 4,74  56,803 
a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan melalui uji F, diperoleh nilai F 
hitung sebesar 56,803 sedangkan nilai F tabel sebesar 4,74 pada taraf signifikansi α = 0,05 
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dengan derajat bebas (df1 = 2; df2 = 7). Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel (56,800 
> 4,74), maka keputusan yang diambil adalah menolak H₀ dan menerima H₁. Artinya, variabel 
Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (X2) 
secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
informasi Keuangan Daerah yang transparan (X2) di Kota Kupang pada periode 2014–2023. 
3. Koefisien Determinasi (R2 ) 
  Koefisien determinasi (R square atau R kuadrat) atau disimbolkan dengan R2 berguna 

untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan 
variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Apabila nilai adjusted R square semakin 
besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) 
dalam menjelaskan variabel terikat (Y) adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai 
adjusted R square semakin kecil atau mendekati nol, maka dapat dikatakan bahwa 
kemampuan variabel bebas (X) dalam menjelaskan variabel terikat (Y) adalah semakin 
lemah. Selanjutnya untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan IPM (X1), 
dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (X2) secara simultan terhadap Keuangan 
daerah yang transparan (Y) dapat dilihat pada tabel model summary menggunakan 
SPSS. Dimana hasil estimasi R2 adalah sebagai berikut ini: 

 Tabel 7 Hasil Uji Estimasi Determinasi (R2) 
  Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjuste d R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .169a .028 -.014 1.12164 

 a. Predictors: (Constant), KIKD, IPM 
 Sumber: Olahan SPSS, 2025 

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah 
sebesar .028 Nilai ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yang tertera 
juga pada tabel diatas, yaitu .169 x.169 = 028. Koefisien determinasi yang bernilai sebesar 
0,28 mengandung arti bahwa IPM (X1), Dan Ketersediaan informasi keuangan Daerah (X2) 
secara simultan berpengaruh terhadap Transparansi informasi keuangan Daerah (Y). Nilai 
adjusted R square sebesar -.014 menunjukkan bahwa kemampuan variabel IPM (X1), 
ketersediaan informasi keuangan daerah (X2) dalam menerangkan variabel transparansi 
informasi keuangan daerah (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
kupang adalah nilainya sangat kecil. 
 
Pembahasan 
  Penelitian ini bersifat kuantitatif, dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka. 
Dari data sekunder yang di dapat dari laporan tahunan, kemudian dilakukan analisis dengan 
menggunakan bantuan program aplikasi komputer Statistical Product and Service Solution 
(SPSS). Pada penelitian ini digunakan metode studi kasus untuk menganalisis pengaruh IPM, 
Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah yang mana kedua variabel ini merupakan variabel 
bebas, terhadap Transparansi Informasi Keuangan yang merupakan variabel terikat. Setelah 
serangkaian analisis data dilakukan, maka pembahasan tentang hubungan antara 
variabelnya menjadi sebagai berikut: 
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Transparansi Informasi Keuangan 
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Daerah 
  Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan melalui analisis regresi linear berganda, 
diperoleh bahwa nilai koefisien IPM diperoleh dengan nilai signifikansi (Sig.). Karena nilai 
signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi α maka dapat disimpulkan bahwa secara 
statistik, pengaruh IPM terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah tidak signifikan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawan et al. (2019) yang meneliti Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Transparansi Internet Financial Reporting oleh 
Pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, IPM ditemukan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan dan transparansi Internet Financial Reporting 
(IFR). 

Kurniawan et al. (2019) menjelaskan bahwa meskipun IPM mencerminkan tingkat 
pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, variabel tersebut belum mampu 
mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengungkapkan informasi 
keuangan secara transparan melalui media internet. Pemerintah daerah perlu memperkuat 
sistem informasi keuangan yang mudah diakses, memperbaiki kualitas konten yang 
disampaikan kepada publik, serta meningkatkan literasi masyarakat dalam memahami 
anggaran dan pelaporan keuangan. Upaya-upaya ini dapat membuat hubungan antara IPM 
dan transparansi menjadi lebih nyata dan signifikan di masa depan. 
Pengaruh Ketersediaan Informasi Keuangan Terhadap Transparansi Informasi 
Keuangan Daerah 

   Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan menggunakan 
SPSS, diperoleh nilai koefisien untuk variabel Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah 
(KIKD) dengan nilai signifikansi (Sig.) Nilai signifikansi ini lebih besar dari taraf signifikansi 
α sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa: Variabel Ketersediaan Informasi 
Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan 
Daerah. Namun demikian, arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa secara teori dan 
praktis, peningkatan ketersediaan informasi keuangan cenderung meningkatkan 
transparansi keuangan, meskipun dalam penelitian ini pengaruhnya belum terbukti secara 
signifikan. 
 Hasil ini masih mendukung teori Good Governance, yang menyatakan bahwa 
keterbukaan informasi publik merupakan syarat utama dalam mewujudkan transparansi 
dan akuntabilitas. Ketersediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh publik, 
seperti dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan tahunan, 
semestinya menjadi sarana utama dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. 
Penelitian ini sejalan dengan temuan Lestari & Pratolo (2020) yang menyatakan bahwa 
ketersediaan informasi keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat transparansi, 
karena penyediaan informasi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya peningkatan 
aksesibilitas dan pemahaman masyarakat. 
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan 
Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah. 

  Berdasarkan hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda, diperoleh bahwa model 
regresi yang dibentuk adalah valid, ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel (X1) dan (X2) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel Transparansi Informasi Keuangan Daerah. Dengan kata lain, 
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meskipun secara parsial masing-masing variabel tidak signifikan, secara bersama-sama 
kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada tingkat transparansi 
keuangan daerah. Temuan ini memperkuat anggapan bahwa upaya menciptakan 
transparansi keuangan daerah tidak cukup hanya dengan satu pendekatan, melainkan 
memerlukan kombinasi dari faktor sosial (X1) dan kelembagaan (X2). Daerah dengan tingkat 
IPM yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih terdidik, sehat, dan memiliki 
daya beli yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih peduli, kritis, 
dan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam aspek keuangan. 
  Sementara itu, ketersediaan informasi keuangan merupakan komponen penting 
dalam membuka ruang partisipasi publik. Ketika informasi keuangan daerah tersedia dalam 
bentuk dokumen yang lengkap, terstruktur, serta mudah diakses seperti laporan realisasi 
anggaran, APBD, dan audit dari BPK — maka masyarakat memiliki bekal untuk memahami 
bagaimana anggaran dikelola, apakah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas. Keterkaitan antara kedua variabel ini menciptakan efek yang saling 
memperkuat. Indeks Pembangunan manusia yang tinggi tanpa dukungan informasi yang 
terbuka tidak akan optimal dalam membangun transparansi, dan sebaliknya, ketersediaan 
informasi keuangan tanpa masyarakat yang sadar informasi juga tidak akan efektif. Oleh 
karena itu, kombinasi keduanya merupakan faktor krusial dalam menciptakan lingkungan 
tata kelola yang transparan dan akuntabel. ketersediaan informasi keuangan merupakan 
komponen penting dalam membuka ruang partisipasi publik. Ketika informasi keuangan 
daerah tersedia dalam bentuk dokumen yang lengkap, terstruktur, serta mudah diakses — 
seperti laporan realisasi anggaran, APBD, dan audit dari BPK maka masyarakat memiliki 
bekal untuk memahami bagaimana anggaran dikelola, apakah sesuai dengan prinsip 
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Keterkaitan antara kedua variabel ini menciptakan 
efek yang saling memperkuat. 
 Penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu oleh Wulandari (2019) yang 
menemukan bahwa ketersediaan informasi keuangan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap transparansi keuangan daerah. Wulandari menjelaskan bahwa semakin lengkap 
dan mudah diakses informasi tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat transparansi yang 
dapat dicapai oleh suatu pemerintah daerah. Ini berarti bahwa informasi tidak hanya harus 
tersedia, tetapi juga mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat kontrol. 
pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi menciptakan sistem pemerintahan 
yang dapat diawasi oleh publik dan memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam 
pengambilan keputusan publik. Seperti yang ditegaskan oleh UNDP (1997), OECD (2002), 
dan Mardiasmo (2021), keterbukaan informasi keuangan sangat penting untuk memperkuat 
akuntabilitas, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
penyelenggaraa pemerintahan. 
 
KESIMPULAN 
1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Transparansi ketersediaan informasi 

keuangan daerah secara parsial berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa secara statistik 
indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi 
informasi keuangan daerah. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan 
kualitas sumber daya manusia yang seharusnya mendukung transparansi, namun dalam 
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penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia belum cukup kuat untuk secara langsung 
memengaruhi transparansi. 

2. Pengaruh ketersediaan informasi keuangan daerah terhadap transparansi secara parsial 
hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi ketersediaan informasi keuangan daerah 
tidak terdapat pengaruh signifikan antara ketersediaan informasi keuangan dearah dan 
transparansi informasi keuangan daerah. Walaupun secara teoritis ketersediaan 
informasi mendukung transparansi, namun dalam realitasnya masih terdapat kendala 
dalam penyajian, aksesibilitas, atau pemanfaatan informasi tersebut oleh masyarakat. 

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah 
secara simultan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Hasil uji F 
menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi 
Keuangan Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Transparansi 
Informasi Keuangan Daerah. Nilai F hitung menunjukkan bahwa model regresi yang 
digunakan valid dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel. Artinya, 
Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah saling 
melengkapi dalam menjelaskan variasi pada tingkat transparansi. 
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